
JAKARTA (IM) - Ket-
ua Komisi B DPRD DKI 
Jakarta, Ismail mendesak 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta menertibkan parkir 
liar di kawasan perbelan-
jaan Tanah Abang demi 
menjamin kenyamanan pe-
ngunjung.

“Kalau parkir liar maka 
kewajiban dari pihak terkait 
untuk segera melakukan 
penertiban tindakan,” kata 
Ismail saat ditemui di ge-
dung DPRD DKI Jakarta, 
Kamis (21/3).

Ismai l  menuturkan 
mengingat momen ini men-
jelang Hari Raya Idul Fitri 

tentunya kunjungan di Ta-
nah Abang meningkat.

Menurut dia, hal ini 
bisa menjadi peluang bagi 
oknum ter tentu untuk 
yang terbiasa mengurus 
parkir liar di kawasan ter-
sebut.

“Pasti akan menjadi di-
jadikan peluang bagi siapa 
pun termasuk yang selama 
ini terbiasa mengurus parkir 
liar,” ujarnya.

Karena itu, agar ti-
dak mempengaruhi jum-
lah kunjungan ke Tanah 
Abang maka Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta bisa lebih baik 

menertibkan.
“Agar itu tidak terjadi, 

maka pihak terkait harus 
segera menertibkan sambil 
juga bekerja sama dengan 
tenaga wilayah setempat,” 
ujarnya.

Dia menuturkan warga 
setempat memang punya 
niat baik untuk menye-
diakan lahan parkir namun 
seharusnya tetap menerap-
kan tarif  wajar.

Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta seharusnya 
mampu mengajak warga 
setempat untuk berkomuni-
kasi mengenai tata pengelo-
laan parkir.  yan

Legislator Desak Pemprov DKI 
Tertibkan Parkir Liar di Tanah Abang
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KENDARI (IM) 
- Wakil Presiden RI, 
KH Ma’ruf  Amin, me-
ngatakan Undang-Un-
dang Daerah Khusus 
Jakar ta  (DKJ)  yang 
akan mengatur tentang 
aglo merasi kawasan Ja-
karta dan sekitarnya su-
dah direncanakan sejak 
lama. Ma’ruf  menyebut 
aglomerasi Jakarta dan 
sekitarnya sudah sesuai 
dengan kebutuhan.

“Ide untuk meng-
koordinasikan dan men-
sinkronisasi terutama pe-
ren canaan Jakarta dengan 
sekitarnya itu sudah lama. 
Sudah lama. Sehingga 
dulu ada pikiran bahwa 
Jakarta harus dipimpin 
oleh seorang menteri 
yang bisa mengkooridi-
nasi beberapa daerah,” 
kata Ma’ruf  di Kendari, 
Kamis (21/3). 

Bahkan kata Ma’ruf  
pem bahasan aglomerasi 
Jakarta dan sekitarnya 
sudah pernah dibahas 
ketika dir inya masih 
duduk di DPRD DKI 
Jakarta, tahun 1971 si-
lam.

“Itu pernah dan per-
nah dibicarakan beberapa 
kali dulu saya pernah jadi 
anggota DPRD DKI, 
dan melakukan koordina-
si dengan Jawa Barat, 
ba  gaimana supaya peren-
canaan antara Jakarta 

de ngan daerah sekitarnya 
itu sinkron. Sebab kalau 
tidak seperti, Depok yang 
mestinya jadi resapan 
air itu kemudian habis 
akhirnya air itu tidak 
ada resapannya kemu-
dian langsung ke Jakarta,” 
ucap Ma’ruf.

D e n g a n  b e g i t u , 
Ma’ruf  mendukung aglo-
merasi Jakarta kemba li 
di bahas. Wapres nanti 
akan mengkoordinasikan 
Ja karta dan sekitarnya ke 
tingkat menteri. Ma’ruf  
me nilai wajar bila ada per-
be daan persepsi bermun-
culan selama pembahasan 
RUU DKJ. Terutama 
mengenai aglomerasi Ja-
karta akan dipimpin wakil 
presiden.

“Saya kira itu bagus. 
Mungkin dipilihnya Wa-
pres karena ini menyang-
kut mengkoordinasi ber-
bagai daerah yang kalau 
tingkat menteri mungkin 
kesulitan teknisnya su-
paya diangkat yang lebih 
atas ya kalau saya mung-
kin hanya beberapa bulan 
saja kalo pun itu. Saya 
kira hanya untuk me-
nyamakan persepsi saja 
barang kali. Belum pada 
tingkat operasionalnya 
dan ini operasionalnya 
nanti wakil presiden baru 
yang akan menangani,” 
kata Wapres menambah-
kan.  yan

Wapres Sebut Kawasan Aglomerasi 
Jakarta Direncanakan Sejak Lama

JAKARTA (IM) - Di nas 
Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil DKI Jakarta 
menunda penonaktifan No-
mor Induk Kependuduk an 
(NIK) warga yang tidak lagi 
tinggal di Jakarta hingga 
setelah Idul Fitri 1445 Hi-
jriah. Penonaktifan akan 
dilakukan selepas lebaran. 

“Kita rencana pasca le-
ba ran kita akan lakukan. Iya 
(sekitar tanggal 12 April),” 
kata Kepala Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan 
Sipil (Dukcapil) DKI Ja-
karta, Budi Awaluddin saat 
dikonfi rmasi di Jakarta, Ka-
mis (21/3).

Menurut Budi, penon-
aktifan NIK warga DKI 
Jakarta yang tinggal di luar 
daerah memang lebih te-
pat dilakukan usai lebaran 
hingga akhir tahun 2024.

Selain itu, Budi memas-
tikan petugas Dukcapil DKI 
Jakarta tingkat provinsi dan 
kota juga akan melakukan 
verifikasi terlebih dahulu 
kepada warga, sebelum me-
nonaktifkan NIK.

“Sehingga, penonaktifan 
NIK tidak dilakukan secara 

asal,” katanya.
Lalu, sebelum menonak-

tifkan NIK KTP itu, Duk-
capil DKI dan tingkat kota 
akan menyosialisasikan ke-
pada warga. Pihaknya akan 
datang ke kelurahan untuk 
mengecek secara langsung.

“Tidak ada (penonak-
tifan secara otomatis). Itu 
nanti akan kita verifikasi. 
Kalau benar masih di sana 
(Jakarta), kami keluarkan 
dari daftar NIK yang bakal 
dihapuskan,” ujar Budi.

Budi mengatakan, war-
ga yang tidak lagi ber do-
misili di Jakarta juga bisa 
secara sadar mengurus per-
pindahan tempat tinggal ke 
luar daerah.

“Tidak ada yang otoma-
tis, kecuali dia sadar untuk 
urus pindah. Kalau misal itu 
(bersikeras) mengaku tinggal 
di situ (Jakarta) bisa datang 
ke kelurahan, kita verifi kasi 
sama-sama,” kata Budi.

Petugas akan melaku-
kan verifi kasi terlebih dulu 
sebelum melakukan penon-
aktifan.

Menurut Budi ada se-
kitar 94 ribu NIK warga 
akan dinonaktifkan dengan 
rin cian 81 ribu KTP yang 
te lah meninggal dunia dan 
13 ribu warga yang tidak ter-
catat lagi di RT tempat ting-
galnya. Penonaktifan NIK 
warga yang berdomisili di 
luar Jakarta dilakukan secara 
bertahap mulai April 2024.

“Mulai April, kita laku-
kan bertahap per bulan 
nanti, jadi masyarakat bisa 
mengecek datanya,” kata 
Budi.  yan

Penonaktifan KTP Jakarta 
Dilakukan Selepas Lebaran

CYRUS MARGONO 
RESMI MENJADI WNI
Pesepak bola Cyrus 
Margono berpose usai 
pembacaan sumpah 
menjadi Warga Nega-
ra Indonesia (WNI) di 
Kantor Kanwil Kemen-
kumham DKI Jakarta, 
Cawang, Jakarta, Ka-
mis (21/3). Atlet yang 
bermain di klub Divisi 
2 Liga Super Yunani, 
Panathinaikos B seba-
gai penjaga gawang 
tersebut resmi men-
jadi WNI.

Seharusnya, Pemerintah Provinsi DKI le-
bih dulu memastikan apakah masya rakat 
dapat memenuhi kebutuhan pangan 
mereka, disertai akses transportasi yang 
memadai? Kemudian dikaji dipetakan po-
tensi lokal kapan yang memang fl eksibel 
untuk dioptimalisasi. Dari situ dilakukan 
naik kelas dari kebutuhan, kemudian 
pemenuhan jasa tadi optimalisasi berba-
sis hal-hal potensial, ungkap Ismail.

“Sekarang coba tanyain 
orang pulau, kebutuhan trans-
port susah, terus sembako 
juga beda tarif  sama daratan,” 
sambung Ismail. 

Diberitakan sebelumnya, 
Penjabat (Pj) Gubernur DKI 
Jakarta, Heru Budi Hartono 
berencana mengembangkan 
wilayah Kepulauan Seribu 
menjadi kawasan lumbung 
pangan atau Food Estate. 

Hal  i tu disampaikan 
Heru Budi saat membuka 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
2024 Kabupaten Adminis-
trasi Kepulauan Seribu, Selasa 
(19/3). “Kabupaten Kepu-
lauan Seribu akan dikembang-
kan menjadi lumbung pangan 
untuk ketahanan pangan bagi 
Provinsi DKI Jakarta,” ujar 
Heru Budi dalam keteran-
gan resminya, Selasa (19/3). 
Musrembang tersebut adalah 
bagian dari rangkaian pe-
nyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 
2025. Untuk itu, Heru Budi 
menyampaikan pengembang-
an food estate di Kepulauan 
Seribu mulai harus diren-
canakan. Sebab, ketersediaan 
bahan pokok di seluruh dunia 

JAKARTA (IM) - Pen-
jabat (Pj) Gubernur DKI 
Jakarta, Heru Budi Hartono 
diminta terlebih dahulu men-
dengarkan aspirasi masyara-
kat Kepulauan Seribu, se-
belum menjalankan rencana 
pengembangan food estate. 

Ketua Komisi B DPRD 
DKI Jakarta, Ismail menga-
takan, hal tersebut perlu di-
lakukan karena sampai saat ini 
kebutuhan dasar masyarakat 
di Kepulauan Seribu juga 
masih terbatas. “Dengarkan 
aspirasi masyarakat setempat, 
sebelum berbicara bentuk 
investasi. Kita pastikan dulu 
nih kebutuhan dasar mereka, 

misalnya harga dan ketersedi-
aan pangan, kemudian akses 
transportasi,” ujar Ismail, 
Kamis (21/3). 

Seharusnya, kata Ismail, 
Pemerintah Provinsi DKI 
lebih dulu memastikan ma-
syarakat dapat memenuhi 
kebutuhan pangan mereka, 
disertai akses transportasi 
yang memadai. “Kemudian 
dikaji dipetakan potensi lokal 
kapan yang memang fl eksibel 
untuk dioptimalisasi. Dari situ 
dilakukan naik kelas dari ke-
butuhan, kemudian pemenu-
han jasa tadi optimalisasi 
berbasis hal-hal potensial,” 
ungkap Ismail. 

Heru Budi Diminta Penuhi Dulu 
Kebutuhan Warga Kepulauan Seribu 

sudah semakin berkurang, 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

 “Kita melihat kebutuh-
an, bahan pokok semakin 
berkurang di dunia,” jelas 
Heru Budi. 

Adapun wilayah Kepu-
lauan Seribu dipilih karena 
memiliki kekayaan sumber 
daya alam. Dia mencontoh-
kan cukup banyaknya hasil 
laut, yakni ikan, rumput laut, 
hingga ganggang.

“Maka pada 2025 dan 
seterusnya memang harus 
dipikirkan Kepulauan Seribu 
menjadi lumbung pangan bagi 
masyarakat DKI Jakarta,” 
ungkap Heru Budi. 

Kendati demikian, Heru 
Budi menegaskan setiap 
rencana pembangunan dan 
pengembangan di Kepulauan 
Seribu, akan disinergikan de-
ngan Kementerian Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan 
(KLHK). Selain itu Peme-
rintah Provinsi DKI Jakarta 
juga akan melibatkan Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) dalam pengembangan 
kawasan Kepulauan Seribu. 
“Perlu dilakukan sinergi ber-
sa ma KLHK serta KKP, 
untuk menjaga dan mengem-
bangkan Kabupaten Kepu-
lauan Seribu menjadi kawasan 
yang lebih bersih dan tertata,” 
kata Heru Budi.  yan
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MUDIK LEBARAN LEBIH AWAL DI TERMINAL KALIDERES
Sejumlah calon pemudik berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan 
bus di Terminal Kalideres, Jakarta, Kamis (21/3). Sebagian warga memi-
lih mudik lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang dan juga 
tingginya harga tiket.
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FENOMENA EQUINOX 2024
Seorang anak bermain dengan latar belakang 
matahari bersinar terik saat fenomena Equi-
nox?di Depok, Kamis (21/3). Menurut Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG), Equinox adalah fenomena yang 
terjadi ketika posisi Matahari berada tepat 
di khatulistiwa atau ekuator, secara periodik 
Equinox berlangsung dua kali setahun, yaitu 
pada bulan Maret dan September, hal terse-
but menyebabkan wilayah tropis sekitar ekua-
tor akan mendapatkan penyinaran matahari 
maksimum, dan mengakibatkan peningkatan 
suhu udara secara drastis.

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi E DPRD DKI 
Jakarta Fraksi Golkar, Basri 
Baco menjelaskan pentingnya 
pengalokasian anggaran Kar-
tu Jakarta Pintar (KJP) untuk 
murid-murid sekolah swasta 
level C dan D di Jakarta.

Menurutnya, tidak semua 
murid yang menimba ilmu 
di sekolah swasta berasal 
dari keluarga mampu. Untuk 
sekolah-sekolah swasta kelas 
bawah, sebagian besar murid 
justru datang dari kalangan 
ekonomi yang sulit.

“Fakta hari ini, 50% pe-
lajar di sekolah negeri itu 
orang mampu dan diberikan 
gratis. Sedangkan, di sekolah 
swasta yang grade C dan D 
itu 100% orang tidak mampu 
dan malah ahrus bayar. Jadi 
sangat tidak adil,” kata Baco 
di Jakarta, Kamis (21/3).

Ia pun menyebut banyak 
sekolah yang menahan ijazah 
para murid lantaran mere-
ka tidak bisa melunasi biaya 
pen didikan. Oleh karena itu, 
Pemprov DKI Jakarta harus 

bisa mengalokasikan anggar-
an pendidikan secara tepat 
sa saran.

“Jangan lagi menciptakan 
ke kisruhan karena banyak 
sekali masalah terkait KJP. 
Tidak tepat sasaran, tidak adil, 
dan tidak merata. Daripada 
begitu, mending kita bikin 
gratis saja sekalian,” jelas 
Baco.

Baco melanjutkan, selisih 
anggaran sekolah gratis untuk 
swasta grade C dan D juga ti-
dak terpaut jauh dengan dana 
KJP. Paling banyak, Pemprov 
DKI hanya perlu menambah 
anggaran Rp1 triliun.

“Contoh, KJP kita habis-
nya berapa? Rp4 triliun. Ini 
mungkin tinggal menambah 
jadi Rp4,8 triliun atau Rp5 
triliun. Urusan selesai,” im-
buhnya.

Sejauh ini, Pemprov DKI 
telah menampung usulan 
sekolah gratis yang diambil 
dari pengalihan dana KJP 
tersebut. Namun, usulan itu 
masih dikaji dengan berbagai 
pertimbangan.  yan

DPRD DKI Dorong Pemprov Gratiskan 
Sekolah Swasta dengan Anggaran KJP

JAKARTA (IM) - Kepala 
Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan (BBPOM), 
Sofi ani Chandrawati Anwar 
menilai, para pedagang kue 
di Benhil sengaja menaruh 
Rhodamin B atau pewarna 
makanan pada kue mereka 
supaya terlihat menarik. 

“Kalau misalnya meng-
gunakan pewarna makanan 
itu jadi kurang menarik,” kata 
Sofi ani saat ditemui di Bazar 
Takjil Ramadhan Bendungan 
Hilir, Jakarta Pusat, Rabu 
(20/3). 

Menurutnya, kue yang di-
berikan bahan pewarna tekstil 
tampak menyala dan menarik 
perhatian mata. “Kalau diberi 
pewarna makanan itu biasanya 
akan pudar. Ini kan mempen-
garuhi warna dari makanan 
tersebut,” kata Sofi anti. 

Maka dari itu, BBPOM 
meminta agar masyarakat 
supaya lebih hati-hati dan 
jangan memilih makanan yang 

warnanya menarik. 
“Jadi masyarakat pun 

harus tahu, waspada, dan 
jangan memilih makanan yg 
sekiranya warnanya menarik 
perhatian,” ucap Sofi anti. 

Selain itu, ia juga meminta 
masyarakat untuk memper-
luas pengetahuan soal warna 
makanan. Hal itu dikarenakan, 
efek samping dari pewarna 
tekstil sangat berbahaya. “Bisa 
menimbulkan sakit ginjal, 
karena organ tubuh bekerja 
sangat berat kalau harus men-
golah ini hingga bisa menye-
babkan kanker,” terang dia. 

Sebelumnya,  Pemkot 
Jakpus bersama BBPOM 
DKI Jakarta melakukan sidak 
di Bazar Takjil Ramadhan, 
Bendungan Hilir, Jakarta 
Pusat. BBPOM mengambil 
sampel dari 50 pedagang yang 
terdiri dari 28 sampel kue 
pada sidak ini. Terdapat satu 
kue yang terdeteksi memakai 
pewarna tekstil.  yan

BBPOM DKI: Penjual Kue di Benhil Pakai 
Pewarna Tekstil agar Terlihat Menarik

SEBELUM BANGUN FOOD ESTATE


